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Nova Rombak Kabinet 


Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melakukan perombakan besar besaran terhadap 24 Pejabat Esalon II dan 547 
Pejabat Esalon III serta Esalon IV di Lingkungan Pemerintah Aceh 





Suara Warga 


Pidie Jaya - Sudah setahun 
lebih tumor sebesar bola golf 
bersarang di dalam kepala Nur- 
baya (45). Ia yang sehari-harin- 
ya membantu suaminya, Banta, 
mendagangkan bumbu masakan 
sekarang terbaring lemas di atas 
kasur. Banta pun kini lebih ban- 
yak menghabiskan waktu di ru- 
mah demi menjaga istri tercinta. 

Nurbaya divonis mengidap 
tumor cerebellopontine angle. 
Beberapa waktu lalu ketika dikun- 
jungi Masyarakat Relawan Indo- 
nesia (MRI) Pidie Jaya - Aksi Ce- 
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pat Tanggap (ACT) Aceh, di Deah 
Pangwa, Trienggadeng, Pidie Jaya, 
Nurbaya sedang terbaring lemas 
di atas kasur. Kaki dan tangannya 
tidak bisa bergerak, penglihatan 
mulai kabur, sulit berkomunikasi, 
serta merasakan rasa sakit yang 
teramat sangat di bagian-bagian 
tertentu. 

Ketua MRI Pidie Jaya - ACT 
Aceh Muyassir menuturkan, Nur- 
baya sudah dibawa berobat ke be- 
berapa rumah sakit dan bahkan 
pernah di sale -pengobatan tra- 
disional. Hasilnya belum meng- 


&. 
Bantu Nurbaya Melawan Tumor Otak 


gembirakan. “Kata dokter, tumor 
jenis ini tidak bisa dioperasi me- 
lainkan diobati secara tradisional 
seperti mengonsumsi obat herbal. 
Dokter sudah mencoba mem- 
bantu kesembuhan Kak Nurbaya, 
tetapi belum membuahkan hasil,” 
ujar Muyassir. 

Akhirnya, 
terpaut pada pengobatan tr- 


harapan Banta 


adisional di Bireuen. Kondisi 
Nurbaya menunjukkan perkem- 
bangan positif setelah menjala- 
ni satu kali pengobatan di sana. 
Namun, kondisi ekonomi yang 





NA 


tidak memungkinkan memak- 
sa Banta menghentikan pengo- 
batan lanjutan istrinya. 

Selama ini biaya berobat 
mengandalkan tabungan keluar- 
ga dan pinjaman teman-teman 
Banta. Hari demi hari tabun- 
gan keluarga semakin menipis. 
Apalagi Banta sudah bisa beker- 
ja seperti dulu lagi demi mer- 
awat istrinya. Selain pinjaman 
uang, Nurbaya belum tersentuh 
bantuan dari pihak lain untuk 
membiayai pengobatannya. 

Oleh karenanya, Muyassir 





mengajak para dermawan men- 
dukung Nurbaya melanjutkan 
pengobatannya. Bagi yang in- 
gin menyalurkan bantuan bisa 
melalui BNI Syariah 66 00011 
008, Bank Syariah Mandiri 7089 
7860 23, dan Bank Aceh Sya- 
riah 010 0193 000 9205 atas 
nama Aksi Cepat Tanggap, atau 
langsung menghubungi ACT di 
nomor 0822 8326 9008. “Mu- 
dah-mudahan dengan dukun- 
gan kita semua bisa membantu 
Nurbaya melawan tumor otak, 
ujarnya. 
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Plt Gubernur Aceh 





Rombak Kabinet 


Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melakukan perom- 
bakan besar besaran terhadap 24 Pejabat Esalon II dan 
547 Pejabat Esalon III serta Esalon IV di Lingkungan 


Pemerintah Aceh 


Fauzan M Daud 


elaksana Tugas (Plt) 
Gubernur Aceh, Ir. 
Nova Iriansyah kem- 
D e bali melakukan per- 
gantian pejabat esalon II,III dan 
IV dilingkungan Pemerintah 
Aceh,Senin (2/9/2019). 

Kali ini, Ketua DPD Partai 
Demokrat Aceh itu melakukan 
mutasi dan pengangkatan se- 
bangak 24 Jabatan Piimpinan 
Tinggi (JPT) Pratama Esalon II 
A dan II B serta 547 Esalon III 
dan IV. 

Prosesi pelantikan dan pen- 
gambilan sumpah untuk abdi 
negara itu dilaksanakan di dua 
tempat berbeda dan waktu yang 
berbeda pula. 





Sesuai dengan undanga, pe- 
lantikan pejabat esalon dilak- 
sankan di Gedung Serba Guna 
Sekretariat Daerah Aceh, sekira 
pukul 14.00 WIB. 

Sementara, pelantikan pe- 
jabat esalon III dan IV dilak- 
sanakan di Anjongan Mon 
Mata, Kota Banda Aceh, sekira 
pukul 16.00 WIB. 

Pejabat esalon II yang dilan- 
tik adalah, T. Ahmad Dadek, 
menjabat sebagai Asisten Pere- 
komian dan Pembangunan Sek- 
retaris Daerah Aceh. 

Sebelumnya, T. Ahmad 
Dadek menjabat sebagai Kepala 
Badan Penanggulangan Ben- 
cana Daerah (BPBD). Kini, ja- 





batan tersebut diemban oleh Su- 
narwandi, MSi. 

Selanjutnya, Nova Iriansyah 
mengangkat Kepala BPSDM 
Aceh Mahyuzar sebagai Staf Ahli 
Gubernur Bidang Perekonomi- 
an Keuangan dan Pembangu- 
nan. Jabatannya di BPSDM Aceh 
dijabat oleh Kepala Dinas Pen- 
didikan Aceh, Syaridin, SPd., 
MPd. Sementara, jabatan yang 
ditinggal oleh Syaridin sebelum- 
nya dipegang kendali oleh Drs. 
Rahmad Fitri HD, MPA. 

Pejabat lain yang dilakukan 
rotasi adalah Kepala Biro Humas 
dan Protokoler Sekda Aceh, Rah- 
mad Raden, S. Sos. Dia dilantik 
sebagai Kepala Sekretariat Bait- 
ul Mall Aceh menggantikan M. 
Iswanto, SSTP,. MM. Semantara, 
Iswanto menjabat sebagai Kepala 
Biro Humas dan Protokoler Sekda 
Aceh yang ditinggalkan oleh Rah- 
mad Raden. 

Lalu, Azhari, SE., MSi diper- 
caya sebagai Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Gampong Aceh. Sebelumnya, 


Azhari menjabat sebagai Kepala 
BAPPEDA. Jabatan tersebut kini 
dipercaya pada Ir. Helfizar Ibra- 
him yang sebelumnya menjabat 
sebagai Kepala Dinas Tenaga 
Kerja dan Mobilitas Penduduk 
Aceh, yang kini dijabat oleh 
Iskandar Syukri. 

Kemudian, Kadispora Aceh 
Darmansyah dilantik sebagai 
Staf Ahli Gubernur Bidang Keis- 
timewaan, SDM dan Kerjasama. 
Jabatan Darmansyah dijabat 
oleh Kepala Satpol PP dan WH 
Aceh, Dedi Yuswadi. 

Sementara, jabatan Dedi 
Yuswadi dijabat oleh Jalaluddin. 
Lalu, jabatan Jalaluddin sebagai 
Kepala Badan Kepegawaian 
Aceh dijabat oleh Iskandar AP. 

Kemudian, Kepala Dinas Ke- 
lautan dan Perikanan Aceh, Cut 
Yusminar mendapat posisi baru 
sebagai Kepala Dinas Pangan 
Aceh. Jabatan Cut Yusminar yang 
ditinggalkan dijabat oleh Ilyas. 

Ruslan Abdul Gani, menja- 
bat sebagai Kepala Dinas Per- 
pustakaan dan Kearsipan Aceh 
yang sebelumnya dijabta oleh 
Wildan MPd. Dia dipromosikan 
pada posisi baru sebagai Kepala 
Dinas Koperasi dan UKM Aceh 

Kemudian, Kamaruddin An- 
dalas juga dilantik sebagai Staf 
Ahli Bidang Pemerintahan dan 
Politik, dan Bukhari sebagai 
Asisten Admnistrasi Umum 
Setda Aceh. Sementara, Sun- 
awardi sebagai Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Aceh 
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(BPBA). 

Mountie Syurga sebagai 
Kepala Biro Administrasi Pem- 
bangunan Setda Aceh, Syukri 
bin M Yusuf MA sebagai Sek- 
retaris Badan Reintegrasi Aceh, 
dan Murni SE MM, sebagai 
Kepala Sekretaris Majelis Per- 
musyawaratan Ulama Aceh ser- 
ta Irwan Pandu dilantik sebagai 
Kepala Sekretariat Majelis Pen- 
didikan Aceh. 

Dalam sambutannya, Nova 
Iriansyah meminta Sekda Aceh 
untuk memberikan pembekalan 
kepada seluruh pejabat struk- 
tural Aceh agar dapat menye- 
suaikan diri dengan pendekatan 
dalam menjalankan tugas se- 
hari-hari. 

“Kita harus melakukan 
penyelerasan metode kerja, agar 
sinergisasi dapat dilakukan dan 
akselerasi dapat dicapai untuk 
mewujudkan cita-cita “Aceh He- 
bat” yang menjadi visi kita ber- 
sama, ujar Nova. 

Kepada pejabat yang baru 
dilantik, Nova menantang semua 
pejabat untuk membuktikan ke- 
mampuan berkerja cepat dan 
kompak. 

“Jika Sekda Aceh pernah saya 
tantang saat pelantikan untuk 
membuat sejarah baru dan hari 
ini dibuktikan lewat penyerahan 
SK Petikan usai saudara dilantik, 
maka kalian juga saya ajak untuk 
membuat sejarah baru agar kita 
semua dikenang dengan bangga 
oleh rakyat” kata Nova.” 
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Kerja Nyata 


Anggota DPRK Banda Aceh mengesahkan Qanun Izin 


Mendirikan Bangunan (IMB). Ini merupakan kerja 


nyata dewan diakhir masa jabatan mereka. 


eski kurang satu 


minggu lagi 
menjabat se- 
bagai Anggota 


Dewan Perwakilan Rakyat Kota 
(DPRK) Banda Aceh, bukan be- 
rarti etos kerja menjadi berku- 
rang. 

Lihat saja, diakir masa ja- 
batannya, wakil rakyat ini justru 
mempersembahkan kerja nyata. 
Mereka mengesahkan Ragan 
Retribusi Izin Mendirikan Ban- 
gunan (IMB) menjadi ganun. 


Dalam rapat paripurna yang 
dipimpin Wakil Ketua DPRK 
Heri Julius tersebut, diawali 
dengan mendengarkan pandan- 
gan dan pendapat akhir fraksi 
dewan terhadap ragan tersebut. 

Dari enam fraksi yang ada 
di DPRK Banda Aceh, semuan- 
ya menyetujui Ragan Retribusi 
IMB untuk disahkan menjadi 
Oanun Retribusi IMB. 

“PKS dapat menyetujui 
Ragan Kota Banda Aceh tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Ban- 


gunan untuk disetujui menjadi 
Oanun Kota Banda Aceh,” kata 
Zulfikar, selaku Juru Bicara PKS 
saat menyampaikan pandan- 
gan akhirnya, di Gedung DPRK 
Banda Aceh, Senin (2/9/2019). 
Sementara Razali Imail dari 
Fraksi Partai Aceh menyam- 
paikan, ragan ini telah dibahas 
dalam masa persidangan dewan. 
Ragan ini sangat penting untuk 
ditetapkan sebagai ganun dan 
menjadi landasan hukum bagi 
Pemerintah Kota Banda Aceh. 
Keberadaan ganun ini un- 
tuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dan pening- 
katan Pendapatan Asli Daerah 
dari sektor retribusi IMB, ser- 
ta menyesuaikan dengan Un- 
dang-Undang Nomor 28 tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan 


Dewan Sahkan Qanun IMB 


Retribusi Daerah. 

Sedangkan Fraksi Partai 
Aceh meyakini bahwa rancan- 
gan ganun ini telah disesuaikan 
dengan keadaan dan kondisi saat 
ini, untuk ini segala hal yang ada 
di dalam rancangan ganun ini 
diharapkan sesuai dengan hara- 
pan bersama. 

“Karena tujuan ditetapkan 
ragan ini adalah untuk mewu- 
judkan warga masyarakat Kota 
Banda Aceh yang sejahtera yang 
gemilang dalam bingkai syari- 
ah, kata Razali Ismail. 

Selain Fraksi PA dan PKS, 
pandangan akhir juga dis- 
ampaikan fraksi gabungan, 
Gerindra, PAN, PKPI, Fraksi 
Demokrat, Golkar dan PNA, 
serta Pasta Nasdem. 

Sebelumnya, DPRK Banda 
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Aceh mengelar rapat paripurna 
penyampaian laporan hasil kerja 
komisi C, mengenai rancangan 
ganun (Ragan) retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB), 
Jumat (30/8/2019) malam. 
Rapat paripurna yang ber- 
langsung di ruang paripurna 
lantai empat gedung tersebut 
dipimpin langsung ketua DPRK 
Banda Aceh, Arif Fadillah dan 


dihadiri Sekda Kota Banda 
Aceh, T. Bahagia dan seluruh 
anggota DPRK setempat. 


Arif Fadillah dalam sam- 
butanya mengatakan, penyam- 
paian laporan komisi C DPRK 
Banda Aceh, tersebut merupa- 
kan tahap awal dari tahapan 
pembicaraan tingkat II. 

“Pengambilan keputusan da- 
lam rapat paripurna pengesahan 
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ragan tersebut sesuai dengan 
mekanisme atau tata cara pem- 
bentukan suatu rancangan per- 
da atau ganun, sebutnya. 

Arif mengatakan, ke- 
beradaan dan urgensi ganun 
kota Banda Aceh tentang retri- 
busi IMB sangat diharapkan 
kehadiranya di kota Ini. “Selain 
dalam menindaklanjuti perin- 
tah peraturan perundang - un- 
dangan , yaitu undang - undang 
nomor 28 tahun 2009 , tentang 
pajak daerah dan retribusi , dan 
juga untuk kepentingan penye- 
suaian kembali terhadap ganun 
kota Banda Aceh nomor 11 
2006m “pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua komi- 
si C Mahyiddin menjelaskan, 
komisinya bersama dengan 
Pemerintah Kota Banda Aceh, 
dalam rangkaian pembahasan 
tersebut telah dilaksanakan be- 
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berapa kali pertemuan baik in- 
ternal Komisi maupun bersama 
dengan Pemerintah Kota, juga 
ikut melibatkan Tenaga Ahli 
yang telah ditetapkan. 

“Bukan hanya itu, kami juga 
telah melakukan rangkaian Ra- 
pat Dengar Pendapat Umum 
(RDPU) secara dua kali mas- 
ing-masing bersama dengan 
masyarakat dan juga pelaku 
dunia usaha terkait, “ sebut Ma- 
hyiddin 

Ia menambahkan, dari rang- 
kaian RDPU tersebut , didapa- 
tkan beberapa masukan yang 
sangat berharga , dan telah men- 
jadi perhatian Komisi C DPRK 
Banda Aceh bersama dengan 
Pemerintah Kota. 

“Kita juga telah melak- 
sanakan konsultasi ke Bagian 
Hukum Pemerintah Aceh ter- 
kait finalisasi Rancangan Qanun 


Retribusi IMB ini dan masukan 
yang sangat berharga adalah 
Rancangan Qanun ini perlu 
mendapatkan persetujuan ber- 
sama DPRK dengan Pemerintah 
Kota untuk kemudian draft per- 
setujuan mendapatkan fasilitasi 
dan koreksi dari Gubernur, dan 
juga Kementerian terkait kalau 
diperlukan, tambahnya. 


“Karenanya, momentum 
paripurna malam yang ber- 
bahagia ini merupakan suatu 
rangkaian yang sangat penting, 
dalam rangka mendapatkan 
pengesahan Rancangan Qanun 
Retribusi tentang IMB menjadi 
Qanun tentang Retribusi IMB 
ini, ujar Mahyiddin. 

DPRK Kota Banda Aceh juga 
telah melakukan Rapat Dengar 
Pendapat Umum (RDPU) ter- 
kait Rancangan Qanun (Ragan) 





Dewan Minta Pemerintah 


Segera Cairkan TPG 


DPRK Banda Aceh meminta Pemerintah untuk segera 


mencairkan Tunjangan Prestasi Guru (TPG) bagi penga- 


jar di Kota Banda Aceh 
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Syarifah Munira 
Anggota DPRK Banda Aceh 


KELUH kesah seluruh guru 
di Kota Banda Aceh sampai 
juga keteliga Dewan Perwakilan 
Rakyat Aceh (DPRK). Itu se- 
babnya, wakil rakyat ini me- 


minta Pemerintah untuk segera 
mencairkan Tunjangan Presta- 
si Guru (TPG) se-Kota Banda 
Aceh. 

Permintaan itu disampaikan 





Anggota DPRK Banda Aceh, 
Syarifah Munira, supaya pemer- 
intah khususnya Dinas Pendi- 
dikan Kota Banda Aceh segera 
mencairkan dana TPG. 

Hal tersebut disampaikan 
Syarifah Munira dalam ra- 
pat paripurna penyampaian 
pendapat Badan Anggaran De- 
wan, komisi-komisi, dan ang- 
gota dewan, terhadap Rancan- 
gan Qanun Pertangungjawaban 
Pelaksanaan APBK Banda Aceh 
Tahun Anggaran 2018, Senin 
(24/6/2019). 

Syarifah Munira menyam- 
paikan, permintaan itu sengaja 
Ia kemukakan setelah melaku- 
kan konsultasi dengan sejumlah 
guru SMP se-Banda Aceh, yang 
memintanya untuk menyam- 
paikan kepada Pemerintah Kota 
Banda Aceh terutama untuk Di- 
nas Pendidikan. 

“Mereka menyampaikan 
TPK atau tunjangan prestasi 
kerja guru se-Banda Aceh be- 
lum dibawar mulai dari Januari 
2019,” kata Syarifah Munira di 
hadapan para tamu undangan. 

Syarifah menambahkan, jik- 
apun dana tersebut tidak ditam- 
bah, minimal tidak dihilangkan. 
Menurut syarifah, para guru 
memilih Aminullah Usman 
menjadi wali kota salah satunya 
agar dapat meningkatkan kese- 
jahteraan para guru. 

“Besar harapan kami para 
guru kepada dewan agar dapat 
membantu menyampaikan dan 
memperjuangkan aspirasi ini, 
ujar Syarifah Munira. 


Kota Banda Aceh Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan dengan 
pengusaha pengembang peru- 
mahan dan konstruksi. 

Rapat bertujuan untuk men- 
dengar berbagai masukan dan 
saran publik, baik masyarakat 
umum, pengusaha dan stak- 
holder lainnya terhadap Ran- 
cangan qanun Retribusi IMB 
yang sedang dibahas oleh komisi 
C DPRK Banda Aceh. 

Pada kesempatan itu Katua 
Komisi C Mahyiddin menyam- 
paikan qanun IMB merupakan 
bagian dari tata ruang wilayah 
yang melakukan pengenda- 
lian melalui proses perizinan 
IMB sesuai dengan tataruang 
bagaimana ruang kota itu digu- 
nanakan semaksimal mungkin 
untuk kenyamanan bersama. 

“Sasaran dari qanun IMB ini 
bukan hanya mengatur tentang 
retribusi semata, melainkan juga 
mengatur agar pembangunan 
di Banda Aceh ini tertip, rapi, 
tidak semberaut,” kata Mahy- 
iddin usai rapat di Grand Ara- 
bia Hotel, Banda Aceh, Selasa, 
(20/08/2019) sore. 

Sementara Zulfikar anggota 
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komisi C menambahkan isi dari 
qanun ini tidak murni semuan- 
ya baru meskipun telah mencab- 
ut qanun yang lama. 

Menurutnya ada dua alasan 
mendasar lahirnya qanun ini 
pertama perintah Undang-un- 
dang 28 Tahun 2010 dan juga 
munculnya Permen PUPR ter- 
kait izin mendirikan bangunan. 

Menurutnya qanun tersebut 
masih berbentuk draf yang ma- 
sih membutuhkan masukan dan 
pemikiran masyarakat untuk 
melengkapi sebelum dilakukan 
pengesahan. 

“Menurut kami dari legis- 
latif dan eksekutif draf ini su- 
dah memadai, namun untuk 
menyempurnakan maka dalam 
kesempatan ini membuka ruang 
kepada pelaku pengembang us- 
aha perumahan dan asosiasi un- 
tuk memberikan masukan,” kata 
Zulfikar. 

Selain melakukan hearing 
publik dengaa pengeban usaha 
konstruksi Komisi C juga men- 
gadakan RDPU, dengan para 
Keuchik dan tokoh masyarakat 
lainya di Aula Balai Kota Banda 
Aceh. 


MN 


Ismawardi 
Wakil Ketua Komisi A DPRK Banda Aceh 


Kepemilikan Gedung 
Banda Aceh Convention 
Hall Dipertanyakan 


Wakil Ketua Komisi 
A DPRK Banda Aceh Is- 
mawardi, mempertanyakan 
kepemilikan Gedung, Banda 
Aceh Convention Hall. 

Menurutnya bangunan 
yang menghabiskan dana 
Rp. 80 miliar lebih ini, yang 
bersumber dari Dana Otsus 
sampai sekarang statusnya 
belun jelas. 

“Apakah itu milik pemerin- 
tah Kota Banda Aceh kota atau 
milik Provinsi, kata Ismawardi, 
Jumat 30 Angustus 2019. 

Imawardi berpendapat 
Pemerintah Aceh harus 
mempercepat pembangunan 
di Banda Aceh salah satunya 


dengan menyerahkan gedung 


itu kepada Pemkot. 
Ismawardi juga menya- 
rankan kepada Pemkot 


Banda Aceh supaya sece- 
pat mungkin berkoordinasi 
dengan Pemerintah Provinsi 
Aceh terkait hal ini. 

Karena jika gedung ini 
nanti diserahkan kepada pe- 
merintah Kota Banda Aceh 
agar secepatnya diresmikan 
agar bisa dipergunakan. 

“Membuat semacam Blud 
aga bisa dikelola dengan baik, 
disewakan untuk acara pesta 
perkawinan dan acara se- 
jenisnya, agar PAD kota pun 
bertambah,” harapnya.” 








Presiden Joko Widodo 
memberhentikan sementa- 
ra Irwandi Yusuf sebagai 
Gubernur Aceh periode 
2017-2022. Bisa jadi, kep- 
tusan ini menjadi puku- 
lan telak untuk Irwandi, 
karena disaat bersamaan 
Mantan Pentolan GAM itu 
tengah mengajukan ka- 
sasi dalam kasus kurupsi 
DOKA 2018, yang menjer- 
at dirinya. 


IKA tak elok disebut ten- 

gah tertimpa pukulan tel- 

ak, Gubernur Aceh non 

aktif, Irwandi Yusuf terus 

enerima kenyataan pahit ber- 
tubi-tibi. 

Begitupun, langkah Tgk. 
Agam nama sapaan Irwandi 
Yusuf, untuk bebas dari jeratan 
jerusi besi dan kembali menjadi 
orang nomor satu di Aceh sema- 
kin terjal. 

Bayangkan, setelah Penga- 
dilan Tinggi (PT) DKI Jakarta 
memperberat hukuman Irwan- 
di dari 7 tahun penjara menjadi 
8 tahun penjara. Kini, muncul 
Keputusan Presiden (Keppres) 
Pemberhentian Irwandi Yusuf 
sebagai Gubernur Aceh non ak- 
tif. 

Nah, dalam Kepres RI No- 
mor 70/P tahun 2019, Presiden 
RI Joko Widodo secara resmi 
memberhentikan sementara 
Irwandi Yusuf dari jabatannya 
sebagai Gubernur Aceh periode 
2017-2022. 

Pemberhentian ini karena 
Irwandi sedang menghadapi 
proses hukum di Komisi Pem- 
berantasan Korupsi (KPK) ter- 
kait kasus dugaan suap Dana 
Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 
tahun 2018. 

Keppres tersebut ditandatan- 
gani oleh Presiden RI Jokowi 
pada 26 Juli 2019, tentang pem- 
berhentian sementara Gubernur 
Aceh masa jabatan tahun 2017- 
2022. 

“Memberhentikan sementa- 
ra H Irwandi Yusuf MSc sebagai 
Gubernur Aceh masa jabatan 
tahun 2017-2022 sampai adan- 
ya putusan pengadilan yang 
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berkekuatan hukum tetap,” de- 
mikian bunyi salah satu poin 
dalam Keppres tersebut, seperti 
diwartakan Serambinews.com 

Memang, selama H Irwan- 
di Yusuf MSc diberhentikan 
sementara sebagai Gubernur 
Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, 
Wakil Gubernur Aceh, melak- 
sanakan tugas dan kewenangan 
selaku Pelaksana Tugas Guber- 
nur Aceh. 

“Pelaksanaan lebih lanjut 
Keputusan Presiden ini dilaku- 
kan oleh Menteri Dalam Negeri. 
Keputusan Presiden ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetap- 
kan, demikian bunyi Keppres 
tersebut. Dengan keluarnya 
Keppres tersebut, maka Irwandi 
Yusuf bukan lagi berstatus Gu- 
bernur nonaktif Aceh. 

Sebelumnya, Irwandi 
ditetapkan sebagai tersangka 
bersama Bupati nonaktif Bener 
Meriah Ahmadi dan dua pihak 
swasta lainnya. 

Ahmadi diduga memberikan 
uang Rp 500 juta kepada Irwan- 
di. Uang itu merupakan bagian 
dari Rp 1,5 miliar yang diminta 
oleh Irwandi terkait fee ijon 
proyek-proyek pembangunan 
infrastruktur yang bersumber 
dari DOKA. 

Dalam kasus ini, Irwandi se- 
laku Gubernur Aceh diduga me- 
nerima suap sebesar Rp 500 juta 
dari Bupati Bener Meriah, Ah- 
madi, yang kemudian terungkap 





dari OTT. Penyerahan uang itu 
diduga dilakukan melalui dua 
orang swasta bernama Syaiful 
Bahri dan Hendri Yuzal. 

Ahmadi diduga memberi- 
kan uang itu sebagai ijon proyek 
pembangunan infrastruktur 
yang bersumber dari DOKA 
Tahun Anggaran 2018. Na- 
mun praktik rasuah ini terung- 
kap dari tangkap tangan yang 
dilakukan oleh KPK pada Selasa 
(4/7/2018) malam. 

Dalam OTT itu, KPK men- 
gamankan sekitar 9 orang, ter- 
masuk Ahmadi dan Irwandi. 
Selain itu, KPK juga berhasil 
menyita sejumlah bukti berupa 
uang senilai Rp 50 juta, buk- 
ti transaksi perbankan, serta 
catatan proyek. 

KPK kemudian menetap- 
kan 4 orang sebagai tersangka. 
Irwandi bersama Syaiful Bahri 
dan Hendri Yuzal ditetapkan 
sebagai pihak yang diduga me- 
nerima suap. Sementara Ahma- 
di ditetapkan sebagai pihak yang 
diduga memberikan suap. 

Guna mengisi kekosongan, 
Mendagri melantik Wagub 
Aceh, Nova Iriansyah sebagai 
Pelaksana Tugas (Plt) menggan- 
tikan Irwandi Yusuf. 

Penyerahan surat keputusan 
(SK) Plt Gubernur Aceh oleh 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo 
Kumolo dilakukan di Gedung 
Sasana Bhakti Praja, Kemen- 
terian Dalam Negeri, Senin 


Kepres Pemberhentian Irwandi Yusuf 
Pukulan Telak U 


(9/7/2018). 

Selain itu, Tjahjo juga melan- 
tik Syarkawi sebagai Plt Gu- 
bernur Bupati Bener Meriah 
Syarkawi. Syarkawi sebelumnya 
menjabat sebagai Wakil Bupati 
Bener Meriah. 

Sementara, Irwandi Yusuf 
dinyatakan terbukti menerima 
suap dan gratifikasi selama be- 
berapa kali. Atas perbuatannya, 
majelis hakim Pengadilan Tip- 
ikor Jakarta menjatuhkan huku- 
man 7 tahun penjara dan denda 
Rp 300 juta subsider 3 bulan ku- 
rungan. Selain itu, hakim juga 
mencabut hak politik Irwandi 
selama 3 tahun usai menjalani 
pidana pokok. 

“Mengadili, menyatakan ter- 
dakwa telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama dan berlanjut, 
dan menerima gratifikasi be- 
berapa kali,” kata ketua majelis 
hakim Saifudin Zuhri saat mem- 
bacakan amar putusan di Pen- 
gadilan Tipikor Jakarta, Senin 
(8/4) malam. 

“Menjatuhkan pidana kepa- 
da terdakwa dengan pidana pen- 
jara selama 7 tahun dan denda 
sebesar Rp 300 juta,” lanjutnya. 

Irwandi dinilai terbukti me- 
nerima suap Rp 1,05 miliar ber- 
sama dengan staf khususnya, 
Hendri Yuzal dan orang keper- 
cayaannya, Teuku Saiful Bahri. 
Suap berasal dari mantan Bupati 
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Bener Meriah, Ahmadi. Irwandi 
menerima Rp 1,05 miliar dari Ah- 
madi. 

Suap diberikan agar Irwandi 
menyetujui usul Ahmadi supaya 
kontraktor di Kabupaten Ben- 
er Meriah dapat mengerjakan 
proyek infrastruktur yang ber- 
sumber dari Dana Alokasi Khu- 
sus Aceh (DOKA) tahun 2018. 

Tahun 2018, Aceh mendapat 
DOKA sebesar Rp 8,02 triliun. 
Dari dana tersebut, Kabupaten 
Bener Meriah mendapat porsi 
anggaran sebesar Rp 108,7 mil- 
iar. 

Menurut hakim, Irwan- 
di melalui Hendri dan Saiful 
Bahri disebut mengarahkan 
Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Pemprov Aceh agar menyetujui 
usulan Ahmadi. Uang Rp 1,05 
miliar diberikan Ahmadi ke- 
pada Irwandi secara bertahap 
melalui Teuku dan Hendri. 

Tahap pertama diberikan Rp 
120 juta, tahap kedua Rp 430 
juta dan tahap ketiga diberikan 
senilai Rp 500 juta. Sebanyak 
uang Rp 500 juta yang diberikan 
di tahap ketiga dipakai Irwandi 
untuk kegiatan Aceh Marathon 
tahun 2018. 

Perbuatan Irwandi bersa- 
ma Hendri dan Teuku Saiful 
dianggap telah melanggar Pas- 
al 12 huruf a Undang-Undang 
Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 
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ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 
(1) KUHP. 

Irwandi juga terbukti mener- 
ima gratifikasi selama menjabat 
gubernur sebesar sebesar Rp 
8,7 miliar. Gratifikasi itu diter- 
ima selama Irwandi menjabat 
menjadi Gubernur Aceh pada 
periode 2007-2012 dan periode 
2017-2022. Gratifikasi itu diteri- 
ma Irwandi terkait paket peker- 
jaan pengadaan barang dan 
jasa di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Aceh. 

Di kasus gratifikasi, Irwandi 
dianggap telah melanggar Pasal 
12 B Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pember- 
antasan Tindak Pidana Korupsi 
juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. 


Vonis Irwandi lebih ringan 
dari tuntutan jaksa yang menun- 
tut hukuman 10 tahun penjara 
dan denda Rp 500 juta subsider 
6 bulan kurungan. 
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Dalam berkas yang sama, 
Hendri divonis tahun 4 penjara 
dan denda Rp 200 juta subsider 
3 bulan kurungan. Sementara 
Teuku Saiful Bahri divonis 5 ta- 
hun penjara dan denda Rp 500 
juta subsider 6 bulan kurungan. 

Sebelumnya, Hendri ditun- 
tut hukuman 5 tahun penjara 
dan denda Rp 250 juta subsider 
6 bulan kurungan. Sedangkan 
Teuku Saiful dituntut 6 tahun 
penjara dan denda Rp 500 juta 
subsider 6 bulan kurungan. 

Hal yang memberatkan 
tuntutan Irwandi, Hendri, dan 
Teuku yakni tidak mendukung 
program pemerintah dalam 
pemberantasan korupsi, kolusi 
dan nepotisme serta tidak men- 
gakui perbuatannya. 

Sedangkan hal yang merin- 
gankan yakni ketiganya bersikap 
sopan dalam persidangan dan 
belum pernah dihukum, mem- 
punyai. “Hal meringankan 


Pejalanan karir Irwandi Yusuf, dari dosen, bergabung 


dengan GAM dan menjadi Gubernur Aceh dua kali. 


Fauzan M Daud 


EKETIKA, publik Aceh 
bahkan Indosenia terke- 
jut ketika mendengar ka- 
bar operasi tangkap tan- 
gan yang dilakukan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
terhadap Gubernur Aceh Irwandi 
Yusuf, Juli 2018 lalu. 

Irwandi Yusuf ditangkap se- 
cara bersamaan dengan Bupati 
Bener Meriah, Ahmadi di dua 
tempat terpisah karena terkait fee 
Proyek Dana Otonami Khusus 
(DOKA) 2018. Bersama mereka 
juga ditangkap dua orang swasta, 
yakni Hendri Yuzal dan T. Saiful 
Bahri. 

Irwandi adalah orang nomor 
satu di pemerintahan Aceh. Dia 
masih menjabat sebagai gubenur 
untuk periode 2017-2022. Peri- 
ode ini adalah kali kedua dia 
menjadi sebagai gubernur setelah 
sebelumnya memimpin Aceh 
pada tahun 2007-2012. 

Pada Pilgub Aceh 2017, Ir- 
wandi yang berpasangan dengan 
Nova Iriansyah memenangkan 
pemilu dengan perolehan 898.710 
suara. 

Irwandi antara lain didukung 
oleh Partai Nasional Aceh 
(PNA), Partai Demokrat, Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP), serta Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB). PNA merupakan 
partai yang didirikan oleh Irwan- 
di. Di sana dia menjabat sebagai 
ketua umum. 

Irwandi Yusuf dikenal sebagai 
salah satu pentolan Gerakan Aceh 





Merdeka atau GAM. Dia menja- 
bat sebagai Staf Khusus Komando 
Pusat Tentara GAM pada tahun 
1998 hingga 2001. 

Keterlibatan Irwandi di GAM 
membuatnya di tangkap oleh 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
tahun 2003. Ia pun divonis 9 ta- 
hun penjara dalam kasus makar. 

Bencana Tsunami 26 Desem- 
ber 2004 di Aceh membuatnya 
berhasil lolos dari penjara Keu- 
dah, Banda Aceh. Ia lari ke Swed- 
ia menyusul pemimpin GAM, 
Hasan di Tiro. 

Di sana, lelaki kelahiran Bi- 
reun, 2 Agustus 1960 ini diberi- 
kan tugas oleh petinggi GAM di 
Swedia untuk menjadi koordina- 
tor juru runding GAM. Pentas 
pertamanya sebagai juru runding 
terjadi saat rapat pertama Aceh 
Monitoring Mission 2001-2002. 

Irwandi kembali setelah per- 
janjian damai Helsinki antara 
pemerintah Indonesia dan GAM 
pada 15 Agustus 2005. 

Dalam riwayat pendidikan, Ir- 
wandi bergelar dokter hewan dari 
Universitas Syiah Kuala, Banda 
Aceh, dan menjadi dosen disana. 
Dia meraih gelar itu pada tahun 
1987. Setelah sempat menjadi 
dosen, Irwandi kemudian kuliah 
lagi di College of Veterinary Med- 
icine, Oregon State University. 

Selain itu, Irwandi juga mer- 
upakan pendiri lembaga swadaya 
flora dan fauna internasional di 
tahun 1999-2001. Dia juga sem- 
pat bekerja di Palang Merah In- 





terdakwa Irwandi berjasa da- 
lam perdamaian di Aceh, kata 
hakim. 

Tak puas dengan hukuman 
Majelis Hakim, Irwandi Yusuf 
mengajukan banding. Sayang, 
Irwandi Yusuf harus gigit jari. 
Karena, Pengadilan Tinggi (PT) 
Jakarta menolak banding yang 
diajukan Irwandi Yusuf. 

Bahkan, PT Jakarta mem- 
perberat vonis Irwandi Yusuf 
menjadi 8 tahun penjara, dari 
sebelunya 7 tahun. Pengadilan 
tinggi juga mencabut hak poli- 
tik Irwandi Yusuf selama 5 ta- 
hun setelah menjalani hukuman 
pokok, serta denda 300 juta. 

Putusan banding dalam ka- 
sus suap dana otonomi khusus 
Aceh (DIKA) 2018 itu, diterbit- 
kan dalam website Mahkamah 
Agung, Rabu (14/8/2019). 

“Mengubah putusan Pen- 
gadilan Tindak Pidana Ko- 
rupsi pada Pengadilan Negeri 


Jakarta Pusat Nomor 97/Pid. 
Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tang- 
gal 8 April 2019 yang dimint- 
akan banding tersebut sekedar 
mengenai pidana yang dijatuh- 
kan kepada Terdakwa,” demiki- 
an antara lain isi website MA. 

Website MA menginfor- 
masikan, majelis hakim yang 
menangani perkara banding Ir- 
wandi Yusuf itu adalah Hakim 
Ketua Ester Siregar dengan ang- 
gota Anthon R. Saragih dan Jeldi 
Ramadhan. 

Ketiganya menyatakan Ir- 
wandi Yusuf telah terbukti se- 
cara sah dan meyakinkan ber- 
salah melakukan tindak pidana 
korupsi. 

Irwandi Yusuf dinyatakan 
menerima suap bersama-sama 
- secara berlanjut dan korupsi 
menerima gratifikasi beberapa 
kali sebagaimana didakwakan 
Jaksa Penuntut Umum dalam 
Dakwaan Kesatu Pertama dan 


Dakwaan Kedua. 

“Menjatuhkan pidana ke- 
pada Terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 8 
tahun dan denda sebesar Rp 300 
juta dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar, 
maka diganti dengan pidana ku- 
rungan selama 3 bulan,” ujarnya. 

Tak sampai disitu, Irwandi 
Yusuf lagi-lagi menempuh jal- 
ur hukum yang tersedia guna 
melepaskan diri dari jeratan je- 
ruji besi. 

Ya, Irwandi Yusuf menga- 
jukan kasasi pada Mahkamah 
Agung (MA). Tak tanggu- 
ng-tanggung, mantan pentolan 
GAM ini mengandeng pengaca- 
ra ternama di Indonesia untuk 
menangani kasusunya itu. 

Irwandi Yusuf menunjuk 
Yusril Ihza Mahendra untuk 
memimpin tim kuasa hukum 
yang mengajukan kasasi ke 
Mahkamah Agung. Sesuai surat 


Perjalan Karir Irwadi, Jadi 





ternasional (ICRC) tahun 2000. 

Sebagai orang yang pernah 
menjadi pendiri lembaga swa- 
daya lingkungan hidup Irwandi 
Yusuf sempat disorot saat men- 
erbitkan izin usaha perkebunan 
seluas 1.605 hektare di hutan 
gambut Rawa Tripa untuk PT 
Kallista Alam. PT Kallista mer- 
upakan salah satu perusahaan 
yang paling aktif menggarap ka- 
wasan Rawa Tripa setelah Aceh 
memasuki masa damai pada 
2005, 

Padahal, beberapa bulan sebe- 


lum Irwandi meneken izin, Pres- 
iden Susilo Bambang Yudhoyono 
mengeluarkan Instruksi Presi- 
den Nomor 10 Tahun 2011, yang 
kemudian dikenal sebagai “Inpres 
Moratorium. Lewat instruksi 
tertanggal 20 Mei 2011 itu, Presi- 
den meminta semua menteri dan 
lembaga terkait menghentikan se- 
mentara pemberian izin pembu- 
kaan lahan hutan gambut. 

Saat itu Irwandi mengaku per- 
nah berkali-kali menolak permo- 
honan izin Kallista. Alasannya, dia 
tahu lahan yang diminta Kallista 


Dosen, Gubernur Aceh 
Hingga ke Jejuji Besi 


Ne 


berada di Kawasan Ekosistem Le- 
user. Irwandi meneken izin setelah 
mendapat rekomendasi dari berb- 
agai pihak, termasuk Bupati Nagan 
Raya, Dinas Kehutanan, dan Ke- 
polisian Daerah Aceh. 

Karena itu, dari sisi hukum, 
Irwandi Yusuf yakin izin untuk 
PT Kallista tak bermasalah. Ha- 
nya, Secara pribadi, saya lebih 
suka bila izin itu dicabut lagi," 
kata dia seperti dikutip ming- 
guan Modus Aceh edisi 10 Juni 
2012. “Soalnya, waktu itu saya 
melawan hati nurani sendiri.” 


dan Beri Pesan Damai 


Wakil Presiden, H.M 
Jusuf Kalla mengunjungi 
Aceh. Bisa jadi, ini mer- 
upakan kunjungan tera- 
khirnya sebagai Wapres, 
sebelum berakhirnya 
masa jabatan Oktober 
mendatang. 


Fauzan M Daud 


AK bisa dipungkiri, 
hubungan emosion- 
al Wakil Presiden RI, 
H.Muhammad. Jusuf 
Kalla dengan Aceh begitu kental 
terasa. JK begitu ia disapa diang- 
gab punya andil besar mewujud- 
kan damai Aceh pada 2015 silam. 
Kala itu, JK menjabat sebagai 
Wakil Presiden berpasangan den- 
gan Susulo Bambang Yudhoyo- 
no. Atas perannya lah, Gerakan 
Aceh Merdeka (GAM) pimpinan 
Dr. Teungku Hasan Muhammad 
di Tiro, M.S., M.A., LL.D., Ph.D. 
melakukan penandatanganan 
Memorendum of Understading 
(MoU) damai dengan Pemerintah 
Indonesia di Helsingki, Finlandia. 
Kini, setelah 14 tahun per- 
jalanan damai Aceh berlalu, Jusuf 
Kalla kembali mengunjungi Aceh. 
Sayang, kunjungan ini bisa jadi 
yang terakhir kali, karena mulai 
Oktuber 2019 nanti, JK tak lagi 
menjabat sebagai Wakil Presiden 
mendampingi Joko Widoodo. 
Karena posisi JK dijabat oleh 
Prof. K.H Maruf Amin. Hasil 
Pemilu 2019 lalu, yang berpas- 
angan dengan Joko Widodo. 
Dalam kunjungan kali ini, JK 
datang dalam rangka menghad- 
iri Sidang Terbuka Milad ke-58 
Universitas Syiah Kuala yang ber- 
langsung di Den, AAC Dayan 
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Wapres JK Kunjungi Aceh 


Dawood, Darussalam, Banda 
Aceh, Senin (2/9/2019). 

Dalam kesempatan itu, Wakil 
Presiden Jusuf Kalla dalam orasi 
ilmiahnya pada Sidang Terbuka 
Milad ke-58 Universitas Syiah 
Kuala mengatakan, sebuah uni- 
versitas haruslah berbicara ten- 
tang masa depan, bukan tentang 
masa lalu. 

“Kalau bicara museum berarti 
kita melihat masa lalu, kemudi- 
an kalau kita bicara universitas 
kita harus melihat tentang masa 
depan. Kalau universitas melihat 
masa lalu apa bedanya dengan 
museum. Maka oleh karena itu 


— LL 
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mari sama-sama kita wujudkan 
universitas dan pendidikan ke 
arah yang lebih maju untuk meli- 
hat masa depan yang cemerlang," 
ujar JK. 

Secara spesifik ia menyebut- 
kan bila teknologi memiliki per- 
an yang besar untuk kemajuan di 
bidang pendidikan. 

“Untuk mewujudkan pendi- 
dikan yang lebih maju kita harus 
memiliki suatu nilai tambah, nilai 
tambah itu berbentuk inova- 
si-inovasi dan semangat enterpre- 
neur. Inovasi tersebut hadir dari 
teknologi kemudian teknologi 
diperoleh dari ilmu dan research 
dan kemudian ilmu itu dipelajari 
di universitas. Kemudian untuk 
mewujudkan pendidikan yang 
lebih baik kita harus mempunyai 
inovasi dan sertifikasi yang baik," 
lanjut JK. 

Untuk mewujudkan pendi- 
dikan yang baik kata JK, harus 
dimulai dari perguruan tinggi 
karena penemuan-penemuan ba- 
nyak terjadi di perguruan tinggi. 
Perguruan tinggi juga memen- 
garuhi pendidikan dasar karena 


temuan-temuannya diterapkan da- 


lam pendidikan dasar. 

Sebelumnya, Pelaksana Tugas 
(Plt) Gubernur Aceh Nova Irian- 
syah menyampaikan terima kasih 
kepada Wapres Jusuf Kalla yang 
telah bersedia hadir ke Aceh, da- 
lam rangka milad ke-58 Unsyiah 
dan meresmikan beberapa proyek 
pembangunan gedung baru di 
kampus itu. 

Nova juga menyampaikan 
bahwa masyarakat Aceh baru saja 
memperingati 14 tahun damai 
Aceh beberapa waktu lalu. 

“Pak Wakil Presiden, alham- 
dulillah kami baru saja mem- 
peringati 14 tahun damai Aceh 
beberapa waktu yang lalu, kata 
Nova. 

Di hadapan Jusuf Kalla, Nova 
menyampaikan bahwa mas- 
yarakat Aceh berutang kepada 
Jusuf Kalla. 

JK--pangilan akrab Jusuf Kalla- 
-adalah orang yang meletakkan 
dasar-dasar perdamaian di Aceh. 

“Masyarakat Aceh berutang 
kepada Pak Jusuf Kalla, beliau 
adalah orang yang meletakkan 
dasar-dasar perdamaian di Aceh,” 
kata Nova Iriansyah. 
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Menurut Nova, Jusuf Kalla, 
merupakan pribadi yang punya 
andil besar mewujudkan perda- 
maian di Aceh. Ia merupakan to- 
koh yang aktif memperjuangkan 
perdamaian Aceh. 

“Untuk itu kembali kami men- 
yampaikan ucapan terima kasih 
yang mendalam, atas jasa-jasa 
Bapak Jusuf Kalla bagi pemban- 
gunan Aceh, kata Nova. 

Ia berharap Kalla dapat terus 
memberikan dukungan agar Aceh 
dapat terus berbenah dan giat 
melakukan perbaikan di berbagai 
sektor pembangunan. 

Usai memberikan orasi, JK 
meresmikan gedung baru di tiga 
fakultas, Yaitu FMIPA,Fakultas 
Kelautan dan Perikanan, dan 
Fakultas Kedokteran Hewan yang 
disebut proyek 7 in 1. Proyek ini 
didanai Saudi Fund Development. 

JK didampingi oleh Rektor 
Unsyiah Prof. Samsul Rizal dan 
civitas akademika lainnya di Un- 
syiah. Kehadiran JK di Unsyiah 
didampingi langsung oleh Ment- 
eri Agraria dan Tata Ruang Sofyan 
Djalil dan Plt Gubernur Aceh 
Nova Iriansyah.””" 


